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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABU»’ATEN REMBANG

JI. P. Diponegoro No.8t Telp. (0295) 691194 Kode PPos 59212
REMBANG

RISALAH

RAPAT PARIPURNA INTERNAL
DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG
PENGESAHAN RANCANGAN PERATURAN
DPRD KABUPATEN REMBANG MENJADI
PERATURAN DPRD KABUPATEN REMEANG
TENTANG TATA TERTIB

Hari : KAMIS
Tanggal : 09 Oktober 2014

Waktu  : 13.00 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

L JENIS RAPAT : Rapat Paripurna [nte .1al DPRD Kabupaten
Rembang
II SIFAT RAPAT : Terbuka

.  ACARA RAPAT:

Pembukaan;

2. Pengesahan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib
DPRD Kabupaten Rembang merjadi Peraturan DPRD tentang
Tata Tertib DPRD Kabupatea Rembang;

3. Penutup.

IV.  PIMPINAN RAPAT

1. Nama : H. Majid Kamil. MZ
2. Jabatan : Ketua DPED K.abupaten Rembang




V. SEKRETARIS RAPAT

1. Nama ¢ Drs. ACHMAD MUALIF
2. Jabatan : Sekretaris OPRD Kabupaten Rembang

Vi. JUMLAH ANGGOTA

I. Fraksi Persatuan Pembaagunan : 10 orang
2. Fraksi Demokrat : 8 orang
3. Fraski Kebangkitan Bangsa . b orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem . 8 orang
5. Fraksi Gerindra . 5 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera : 4 orang
7. Fraksi Harapan : 4 orang
Jumiah : 45 orang

VII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Persatua1 Pembangunan : 7 orang
2. Fraksi Demokrat : 5 orang
3. Fraski Kebangkitan Bangs:. : 5 vrang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem . 7 orang
5. Fraksi Gerindra : 1 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera : 4 orang
7. Fraksi Harapan : 4 orang
Jumlah - : 33 orang

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HA DIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan : 3 orang
2. Fraksi Demokrat : 3 orang
3. Fraski Kebangkitan Bangsa : | orang
4. Fraksi PD! Perjuangan Nasdem . | orang
5. Fraksi Gerindra : 4 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera ;- orang
7. Fraksi Harapan . ;- orang

Jumlah : 12 orang



IX. JALANNYA RAPAT
PIMPINAN RAPAT : H. Majid Kamil. MZ

LAGU INDONESIA RAYA

Asalamu’alaikumWr. Wh.

Yang terhormat Rekan- rekan Pimpinananggota DPRD
Kabupaten Rembang.
Yang saya hormati Sekretaris DPRD beserta Staf.

Sebagai insan yang beriman dan bertagwa kepada Allah SWT, Tuhan
Yang Maha Esa marilah kita untuk tidak henti-hentinya memanjatkan puji
syukur kehadirat-Nya, karena atas rahmah dan hidayah yang diberikan
kepada kita, pada hari ini kita masih berkesempatan bertemu kembali di
ruang paripurna DPRD  dalam melaksanakan dan mengikuti Rapat
Paripurna DPRD Kabupaten Rembang dalam keadaan sehat wal afiat tanpa
aral suatu apa. Mudah- mudahan rapat paripurna ini dapat berjalan lancar

hingga selesainya acara nanti.

Rapat Dewan yang terhormat,

Sebagaimana hasil Rapat Pimpinan Gabungan antara Pimpinan
DPRD dengan Pimpinan Fraksi- fraksi DPRD pada tanggal 6 Oktober 2014,
Rapat Paripurna inimerupakanRapat Interna! DPRID) dalam rangka
Pengesahan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertit DPRD
Kabupaten Rembang menjadi Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD
Kabupaten Rembang.

Perlu kami sampaikan bahwa dalam Rapat Paripurna Pengesahan
Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten
Rembang pada tanggal 6 Oktober 2014, terdapat perubahan pada



Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten
Rembang sebagaimana yang disusun oleh Tim Penyusun Tata Tertib.
Perubahan tersebut terletak pada Pasal 50 ayat (3) yakni dalam
pembidangan Komisi, di mana Bagian Humas Setda dan Satnol PP
sebagaimana Rancangan Tim Penyusun dimasukkan dalam Komisi D, oleh
fraksi melalui tangapan 'fraksi-fraksi, Bagian Humas Setda dan Satpol PP
dikembalikan sesuai draft Rancangan yakni masuk pada Komisi A.
Selanjutnya Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD beserta
perubahan atas tanggapan fraksi-fraksi tersebut.oleh anggota-anggota
DPRD dapat diterima dan disetujiii menjadi Rancangan Resmi Peraturan
DPRD tentang Tata Tertib DPRD katupaten Rembang. Dan oleh pirapinan
sementara Rancangan Peraturan DPKD tentang Tata Tertib DPRD yang
telah resmi disetujui tersebut diserahkan kepada Pimpinan DPRD untuk
ditindaklanjuti menjadi Peraturan DPRD, sebagaimana foto copy yang

saudara- saudara terima.

Rapat Dewan yang terhormat,

Berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) huruf ¢ Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 dijelaskan bahwa *“ Rapat
Paripurna memenuhi kuorum apabvila dihadiri oleh lebil dari % ( satu
perdua ) jumlah anggota DPRD untuk rapat paripurna DPRD selain rapat
untuk mengambil persetujuan atas hak angket, hak menyatakan pendapat,
mengambil keputusan usul pemberhentian kepala daerah dan atau wakil
kepala daerah, memberhentikan pimpinan DPRD, menetaokan peraturan
daerah dan APBD «,

Menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten
Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, yang hadir

secara fisik dan menandatangani daftar hadir adalah sebanyak 33 orang.



Dengan demikian, Rapat Paripurna Internal DPRD hari ini telah memenuhi

qourum dan segera dapat dimulai.

Selanjutnya dengan mengucap “ Bismillahirrohmanirrohim” tepat

pukul 13.40 WIB Rapat Paripurna saya nyatakan dibuka.
( Ketuk palu 3 kali )

Rapat Dewan yang terhormat,

Sebelum acara berlangsung lebih lanjut, terlebih dahulu akan saya
bacakan susunan acara dalam Rapat Paripurna hari ini adalah sebagui
berikut :

1. Pembukaan;

2. Pengesahan RancanganPeraturan DPRDtentang Tata Tertib DPRD
KabupatenRembang menjadi Peraturan DPRDtentarng Tata Tertib
DPRD KabupatenRembang:

3. Penutup.

Selanjutnya, marilah kita masuk pada acara pokck dalam Rapat
Paripurna hari ini yaitu pengesahan Rancangan Peraturan DPRD tentang
Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang menjadi Peraturan DPRD tentang
Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang.

Rapat Dewan yang terhormat,

Pengesahan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD
Kabupaten Rembang menjadi Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD
Kabupaten Rembang pertu mendapat persetujuan dari anggota DPRD dalam
Rapat Paripurna, karena Rapat Paripurna merupakan forum rapat tertinggi

anggota dalam pengambilan keputusan.



Oleh sebab itu, disetujui atau tidaknya Rancangan Peraturan DPRD tentang
Tata Tertib menjadi Peraturan DPRD tentang Tata Tertib ini adalah
tergantung persetujuan dari rekan- rekan anggota yang hadir dalam rapat
paripurna ini.

Untuk itu persetujuan saya tawarkan kepada rekan- rekan anggota :

“ ApakahRancangan Peraturan DPRD tentang Tala Teriib DPRD
KabupatenRembangsebagaimana fotocopy yang beradc di rangan
Saudara-Saudara dapat disetujui menjadi Peraturan DPRD tentang Tata

Tertib DPRD KabupatenRembang?”

=—=SETUJUUUU M==
( Dengan suara bulat semua anggota DPRD menyetujui )
( Ketuk palu 1 kali )

Dengan demikian Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib
DPRD Kabupaten Rembang hasi}l kerja Tim Penyusun Peraturan DPRD
dapat disetujui menjadi Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD
Kabupaten Rembang dalam Rapat Paripurna ini. Semoga Peraturan DPRD
tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang yang telah disahkan,
nantinya dapat mewadahi dan menampung hak serta kewajiban Anggota
DPRD Katupaten Rembang sesuai dengan keadaan saat ini dan yanyz akan

datang.

Rapat Dewan yang terhormat,

Dengan telah dilakukan Pengesahan RancanganPeraturan DPRD
menjadi Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rernbang,
maka selesai sudah acara rapat paripurna hari ini, terima kasih atas
perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan di dalam saya

memimpin rapat.



Sebelum rapat ini saya akhiri saya menawarkan kepada Saudara-
Saudara. Mengingat Peraturan DDPRD tentang Tata Tertib DPRD telah
disahkan, saya pikir kita tidak perlu berlama- fam« untuk menetap<an alat
kelengkapan. Oleh karena itu saya menawarkan, sehabis rapat ini para
Pimpinan Fraksi bersama Pimpinan DPRD berembuk untvk menjadwalkan

pembentukan alat kelengkapan.

“ Apakah Saudara-Saudara setuju ? ¢
=== SETUIJUUU ==
( Dengan suara bulat semua anggota DPRD menyetujui )

( Ketrik palu 1 kali)

Akhirnya dengan mengucap “‘Alhamdulillahirobbil ‘alamin “ tepat
pukul 13. 50 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

( Ketuk palu 3 kali )

Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi usaha kita

bersama....... Amin.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

DEWAN PERWAKI'. AN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

KETUA, SEKRETARIS,
H. MAJID KAMIL. MZ Drs. ACHJIAD MUALIF

Pembina{Utama Muda
NIP. 19620804 198803 1 011



LAMPIRAN :

RISALAH RAPAT PARIPURNA INTERNAL DPRD
KABUPATEN REMBANG TENTANG
PENGESAHAN RAMCANGAN PERATURAN DPRYD
KABUPATEN RUMBANG MENJADI PERATURAN
DPRD TENTANG TATA  TERTIB DPRD
KABUPATEN REMBANG

LAMPIRAN |

LAMPIRAN II

Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD
Kabupaten Rembang;

Tata Tertib DPRDY Kabupaten Rembang;



NO NAMA CABATAN TANOA TANGAN KET
1 2 J 4 S
FRAKSI PARTAI PERSATUAN
”_h“________l:!;M [}ANG { lz\'.»-\_s\'
1 |H. MAND I\AM_IL MZ 7 o Ketua
2_|SUGIHARTO o _ ‘ Anggola
3 |HM. MURSYID, 5T alggota 0 Be T
4 {ZAIMUL UMAM NS S Anggota
5 |MOKHAMAD ZAENURI N CAnpeota
| 6_|SULISTYO WETI ARIANI Anggota
7 |HENRY PURWOKO, S.Pd o Anggota |7
8 _|IMOHAMMAD ANSHORT . . fnggota
9 |H. SUPADI _ Anggota
10 |NUR HASYIM _ el Anggota
- FRAKS!I DEMOKRAT
L 11 [H. GUNASIH, SE Waki' Ketua
g 12_|EDI KARTONO, $.Pd, MH Anggota
13 [IMRQ’ATUS SOLICHAH, SE, MH Anggota
; 14 |Hj. HIKMAH PURNAMAWATI Anggota
;}; 15 [Ir. H. SUNARTO Anggota
gﬁ 16 H. ISLAHUDDIN ' Anggota
g‘lﬁ: ‘i? H. HARNO, SE L Anggota
_18_|MUGIYARTO, ST . Anggota
b FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN
BANGSA_VW o
19 [M.BISRICHOLILLAQUF | WakilKewa
20 |MOHAMMAD IMRON Anggota
21 |ILYAS b Anggot
22 [SHOLEH, BA __ Anggota T
22 |WASIMAN b Angpota
24 IMUHAMMAD ASNAWI, S.Pdi Anggota

DAFTAL HADIR
RAPAT PARIPURNA INTERNAL DPRD KABUPATEN REMBANG
DALAM RANGKA PENGESAHAN RANCANGAN PERATURAN DPRD KAL. REMBANG
MENJADI PERATURAN DPRD TENTANG TATA TERTIB DPRD KAB, REMBANG
HARVTANGGAL : KAMIS, Y OKTOBER 2014
PUKUL 13,00 WIB




“-‘)‘t‘-‘_ - T g o Trge
/N() N A M A JABATAN TANDA TANG AN KE

FKAKSI PDI PERFUANGAN NASDEM

25 IRIDWAN, SH, MM . Wakil ketua

26 (JASMANI - Anggota
27 {WIDODO _ _ Anggota
.28 D_ONN:Y KURNIAWAN, SE. MM ‘ Anggota
29 |SUMARSL: Anggota
30 (ALLIRCHAM, ST Angota
°1_{FRIDA IRIANI o . Angpota
32 IMUHAMMAD BATAUD DUROR, ST Anggota
_ FRAKSI PARTAI GERINDRA

3 [HERIKURNIAWAN, SE | . _Angrota
34 |H. CHASANUDDIN e o). Anggota

35 (PUJI SANTOSO, SP, MH -

_Anggota

35_|H. YUDIANTO, SH Anggota

37_|AYU ARDIYAH MAYASARI

FRAKSI KARYA SEJAHTERA

_Anggota_

33 |H. ISMA_R_]_V ol Anggota

[ 39_[GATOT PAERAN. SH MS; to.. . Anggota
[ 42_{I JOKO SUPRIHADL St~ o Augedta

4 |CATUR WINANTO,SH | Ane
FRAKSI HARAPAN

42_{H. M. NURIASAN, SH, MH _ . Anggota

4 [SUKARMAIN oo Angeeta

44 _|SAHNINGSIH, St T .. Anggota 7
40 [PARAMITA PRAPANCA ANR, SPd | . Anggota

SEKRETARIATDPRD | S R S R
46_[Drs. ACHMAD MUALIF _ Schretwis PR~ J4e .7
40 [Drs. LATO'IFUL MINAN Kebhag, Kevangean 4 S
4L ()AIO' DARYANTO, SH KNa hl);ng._Unwm 48 /
42 IRATRIADI SAPTERO, ST Kasubbas, R;tpnl_& Risalah . 9/ 7”1
1

50 [JOKO PRIYONO, SL: Kasubba PPerbendaharaan |50 )
51 QQMBANGBS S1 Kasubba:: Humas& Protokol 5

5 - X

_—

Keterangan : RN _
11 fin L3 DPRD KABUPATEN RENA NG
Ca T
2 S Sakit " KETUASEA TN TARA

3C:Cuti & N

4 DL : Dinas Luar ]




Menimbang: a.

Me-ngingat:

PERATURAN DEWAN PEAWAKILAN RAKYAT DAEKAHR
KABUPATEN REMBANG
Nomor : O\ TAHUN 2014

TENTANG
TATA TERTIBDEWAN PEIW£KILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

DEWAN PERWAKILAN RAKYA T DAERAH KASUFATEN REN.BANG

—

(63

bahwa fungsi Dewan Pertwakilan Rakyat Daerah Kabupater. Rembang
sebagai lembaga legislatif diharapkan dapat mzandukung penyelenggaraan
pemerintahan Kabupaten Rembang yang tertit sesuai dangan perundang-
undangan yang berlaku;

bahwa dengan terpilihnya Anggota DPRD masa >akti 2014-2019
berdasarkan hasi! pemilu 2014, maka Peraturan DPPRD Nomor 01 Tahun
2012 tentang Perubahun Puraturan DPRD Nomor 01 Tahun 2010 tentang
Tata Tertib Dewan Perw al ilan Rakyat Daerah csudeh tidak sesuai lagi,
sehingga perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbuangar sebagaimana dimeksud pada huruf a
dan b maka perlu mene'apkan Peraturan Dewan Ferwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Remtang ‘entang Tata Tertiy Dowan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Pasal 1 ayat (2), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20A, Pasal 21. Pasal 22B
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahuni 945-
Undang-Undang Nomor 3. Tahun 2004 tentang Pernerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kaii terakhii dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 008 teaterg Perubahan Keiua atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perne-intahan Dasrah
Undang-Undang Nomor 15 "ahun 2011 tenter g Penyecnggara Pemilihan
Umun;

Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2011 tentarg Pertai Folitik;
Undang-Undang Nomor & Tahkun 2012 tentang Pemiliran Anggcta Dewan
Perwakiian Rakyat, Dewan Penvakilan Dacrah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah .

Undang-Undang Nemor 1/ Tahun 2014 ‘entang  Majelis

Permusyawaratan Rakyal, [Jewan Perwakilan Rakyat, Cewan Perwakilan



Daerah, dan Dewan Perwakilar Rakyat Daerzh;

7. Peraturan Femerintah Nomor 58 Tahun 2005 tedtang Pergalo.aan
Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah MNomor € Tabun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Peme intah;

9. Peraturan Pemerintan Nomor 3  Tahun 2007 tentang Laporan
Peayelenggaraan iPemer ntah Daerah Kepada Pemeriniah, Laporan
Keterangan Pertanggungj.iwaba Kepala Daerah, dan Informasi L aporan
Penyelenggaraan Pemerirtah Daerah kepaca Masyarakat;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Peraturar Cawan Parv/akilan Rakyat Daerah tentarg Tata

Tertib Dewan Perwekilan Rakyat Daerah.

BAB |
KETENTJAN UTAUM

F asal 1

Dalam Peraturan Tata Tertib ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang

14.

Pemerintah daerah adalah  bugati  dan perangkat dazrah sebagai unsu-
penyelenggara pemerintahan daera. .
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ‘ang selanjutnyz. disebut JPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupatée n Rembang

Pimpinan DPRD adalah Ketua dan V/akil-wakil Ketua DPRD Kzbupaten Rembang.
Kepala daerah adalah Bupati Remb:ng

Wakil kepala daerah adalah Wakil B ipaii Rembang.

Bupati adalah Bupati Rembang.

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Rembang.

Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.

. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri Ren.bang

. Komisi Pemilihan Umum yang disingkat cengan KPU ada.ah komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Rembang.

. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya dis'ng.<at AP3D adalah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Ceerah Kabupaten Rembang.

Fraksi adalah pengelompokan Anjgora Dewan Perwalilar. Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang yang menzerminkan kenfiguras: partai politik di Kabupaten
Rembang. _

Bedan Kehormatan adalah aiat ke engkapan Dewen Perwakilan Rakyat L.aerah

Kabupaten Rembang yang bersifat tetap dan diben-uk oleh Cewan Perwakian

2



Rakyat Daerah Kabupaten Rembaig.

15. Badan Musyawarah adalah alal kelengkapan Dewan Peiwakian Rakyat Daeran
Kabupaten Rembang yang bers.fat tetap dan diheniuk cleh Dawan Perwakiian
Rakyat Daerah Kabupaten Rembar: 3.

16. Badan Anggaran adalah alat ke.rngkapan Dewan Porwakiian Rakyat Daeruh
Kabupaten Rembang yang bersifrt tetap dan dibeniuk oleh Dewan Perwat.ilar
Rakyat Daerah Kabupaten Remban ;.

17. Badan Legislasi Daerah adalah alal kelengkapan Dew: i Perwakilan Rakyat D3aerah
Kabupaten Rembang yang bersifet tetap dan dibeniuk oleh Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Remban.;

18. Komisi adalah alat kelengkapar lewan Perwakiian Raxyat Daerah Kabupaten
Rembang yang bersifat tetap dan d sentuk oleh Dewan Parwalkilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang.

19. Tata Tertib adalah Tata Tertib Cawan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Rembang yang berfungsi untuk memcerielas tugas dalam mangatur mekanisme
kerja anggota DPRD yang ditetapkar. oleh dan untuk kepenitingar intern anggota.

20. Kode Etik Dewan Perwakilan Raky it Daerah yang seianjutrya disebut Kole Etik
adalah norma yang wajib dipatuhi cieh setiap anggota DPRL salama menj.lankan
tugasnya untuk menjaga martabat, kehormauan, citra dan kredivilitas

21. Awal Tahun Anggaran adalah bulan janu.ri.

EAB i
SUSUNAN, KEDUDUKAN, KEANGGOT AAN, FUNGUI, TUGAS,
WEWENANG, H/.K DAN ¥EWAJIBAM
Bagian Xesatu
Susunan, Kedudukan dan Keanggotaan
Fasal 2
DPRD masa bakti 2014-2019 (erdiri atas anggota partai poltik peserta pemilihan umum
yang dipilth melalui pemilihan umum tahun 2014,
~asal 3
DPRD merupakan fembaga perwakilan re kyat daerah dan terkedudukan sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah kabupat=n.
Fasal 4
(1) Anggota DPRD berjumiah 45 (empat pu'uh lima) orang.
(2) Keanggotaan DPRD dires mikan dengin Keputusan gubenur sesuai dengan laporan
komisi pemilihan umum yang disampaike ) melalui bupati
(3) Masa jabatan anggota DPRD adalah 5 (i ma) tahun terhitung mulai tunggal pengucapan
sumpah/janji anggota DPRD dan berkhir pada saat anggota DI’PRD vyang baru
mengucapkan sumpah/janji.



(4) Anggota yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat {3) meng icapkan sumpah janjl
bersama-sama bertepatan pada tangqal herakhirnya masa jaoat=n & {lima) tahun
anggota DPRD yang lama.

(5) Dalam hal terdapat anggota DPRD yany baru tidak dapzt mengucap'an suirpah/jani
bertepatan dengan berakhirnya masa jcbatan 5 (lima) tahun anggota DPRD yang lama,
masa jabatan anggota DPRD dimnaksud berakhir bersamaar: dergan masa jabatun
anggota DPRD yang mengucapkan sumpah.jan) secara besnnma-sama

(6) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan anggota DP.2D jatuh pad3 har! libur atau
hari yang diliburkan, pengucapan sumpeahsjanji dilaksana<an hari berixutnya sesudah

Fariibur atau hari yang diliburkan dimaksid.

Pasal 5

(1) Anggota DPRD sebelum memangku jabatznnya, mengucapkan suinpah/jani secara
bersama-sama yang dipandu oleh ketue pengadilan negeri  dalam rapat paripuna
istimew~a DPRD.

(2) Dalam hal ketua pengadilan negeri be-halaigern, penguc pan sumpah/janji anggota
DPRD dipandu oleh wakil ketua pengad..an neqen.

(3) Dalam hal wakil ketua pengadilan r2ger sedagaimana cimaksud pada ayat (2)
berhalangun, pengucapan sumpah/jan; anggota DPRD dipandu oiet. hakim seninr pada
pengadilan negeri yang ditunjuk oleh keiua per gadilan negeri

(4) Hakim senior sebagaimara dimaksuo pada ayat (3) adalah hakim yang memiliki
pangkat/ golongan ruang yang tertinggi di pe:wvjadilan negeri yang bersangkutan

(5) Anggota DPRD yang berhzlangan mesgucapkan sumpah/jani sebagaimana dirnaksid
pada ayat (1), yang bersangkutan menjucankan sumpah/janji dipandu oleh ketua aau
wakil ketua DPRD dalam rapat paripurni istirnevia DPRD

(6) Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebe'um remangku jabatannya. mengucapkar
sumpah/janji yang dipandu oleh ketua «tau wakil ketua DPR!) dalam rapat parnpurna
isttmewa DPRD.

Pzsal 6

(1) Pengucapan sumpah/janji anggota CPRD sebagaimanez dimaksud dalam Pasal o
didampingi oleh rohaniwan sesuai deng: W agema masing-masing.

(2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebag »mana dimaksud pada aya’ {1). anggcta OPRD
yang beragama:

a. lislam, diawali dengan frasa “Dem. Allah”:

b. Protestan dan Katolik, diakhiri denjan frasa “Semoga Tuhar raenolong saya’”,
c. Budha, diawali dengan frasa "Derni Hyang adi Budha', dix

d. Hindu, diawali dengan frasa "Om Atair Paramawisesa’.

(3) Setelah mengakhiri pengucapan sumpahijani, anggota DPRD menandatangan: benla
acara pengucapan sumpah/ianji.



Pasas 7
Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalain Pasel 5 adalah sevagai nerikut:
“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/ber,z nji:
bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota /k2tun fvakil keiia Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Renibang dengan sebak-caknya dan seadi-aditnya.
sesuai dengan peraturan perundang-undanyan, dengan berpedoman pacda Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Irdonesia Tehun 1945
bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekarja dengan sunjguh-sungguh. deni
tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan egara
daripada kepentingan pribadi, seseorang, can golongan
bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang s<ya wakili t1tuk mewujudkan

tujuan nasional demi kepentingan bangsa can negara kesatua 1 Reaublil. Indonesia.”

Bagran Kedua
Fungsi dan Tuges
Pasal 8
(1) DPRD mempunyai fungsi-
a. legislasi;
b. anggaran; dan
C. pengawasan.

(2) Fungs! legislasi sebagaimara dimzks.ud pada ayat (1) huruf a diwuj:dhan dalam
membentuk peraturan daerah Lersama ' epala daerah.

(3) Fungsi anggaran sebagaimana dimak-ud pada ayat (1! nuruf b diwujudkar dalam
membahas dan menyetujui anggarar, p:ndag atan dan belanju daerah bersama kepalz
daerah.

(4) Fungsi pengawasan sebagaimana dim: ks pada ayat (1) auruf ¢ diwujudkar dalar
mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.

{5) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksu¢ pada ayet (1) dyalankan dalam kerangka

representasi rakyat Kabupaten Remban j.

Pasal @
(1) DPRD mempunyai tugas dan wewenan.".
a. membentuk peraturan daerah bersama lepala daeran
b. membahas dan memberikan pers atujuar. ancangan peraturan daerah mengenal
APBD yang diajukan oleh kepala dazrah:
melaksanakan pengawasan terhzden pelaksanaan paraturan naerah dan APBD:
d. mengusulkan pengzngkatan da ‘atau pemberhentian kepaly daerah dan/atdau
wakil kepala daerah kepada irenteri calam negern nelalur gubernur untuk

mendapatkan pengesahan pengs' gnatan dan/atau pemt-erhentian:
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e. memilih waki! kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan waki! kepal«
daerah;,

f memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemenntah daerah terhadap
rencana perjan,ian internasional di daerah |

g. memberkan persetujuan terhadap rencana kerja sama iniernasiona. yang
Cilakukan oleh pemerintah daeralh :

h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam
per.yelenggaraan pemerintahan daecrah:

. memberikan persetujuan terhacep rencena kerja sama dengan daerah lain atau
dengan pihak ketiga yarig membocban masyarakat dan daerah;

J. mengupayakan terlaksananya <ewajiban daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan Jjan

k. melaksanakan tugas dan wewer ang fain yang diatur da.am ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Pemilihan wakil kepala daerzh dilikukan oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf 2 apabila masa jabatar wakil kepala daerah masin ‘ersisa 18 (delapan
belas) bulan atau lebih terhitung sejak Lekosongan jabatan wa «if bupati.

(3) Perjanjian internasionral sebagaimanc dimaksud pada ayat (1) hurui f adalah perjanjian
antara pemerintah dan pihak luar neguert yang berkaitan dengan kepentingan daerah.
(4) Kerja sama internasional sebageimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah kerja
sama antara pemerintah daerah dan pihak luar negeri yang melputi kerja sama
propinsi, kabupaten "kembar’, kerja sama teknik termasuk bantuan kemanusiaan,
kerja sama penerusan pinjaman/ hiban, kerja sama penyertaan nodai. dan kerja sama

lainnya sesuai dengan ketentuan perewuran perundang-undangar.,

Bacian Katiga

Hak d.in Kewajiban

Fas.al 10
DPRU mempunyai hak:
a. interpelasi;
b. angket; dar,
c. menyatakan pandapat.
lasal 11

(1, Hak interpelasi sebagaimena dimaksud dalam Pusal 10 hu.f 1 adalah hak DPRD untuk
meminta keterangan kepada bupati mengenai kebijakan pemerintah kabupaten yanq
penting dan strategis serta berdampak luas pada keludupan be-masyarakat dan
bernega-a.

(2 Hak angket sebagaimana dimaksud dalain Pasal 10 huref £ adalah hak DPRD untuk

melakukan penyelidian terhadap kebijukan pemerintah kabupaten yang penting dan
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strategis serta berdampak luas pada “chidupan masya-akat, daerah, dan negara yang
diduga ber‘entangan dengan ketentuan pera.uran perundang-undanjan.

(3) Hak menyata<an pendapat 'sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 auruf ¢ adalah heak
DPRD urtuk menyatakan pendapat teadap kebijakan bupati atau mengenai kejacian
luar biasa yang terjadi di daerah disei.ai dengan rekocmendasi penyelesaiannya atau

sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelas: dan hak angket.

Pa-agraf 1
Pelaksanaa 1 Hak Interpelasi
Psal 12
(1) Hak interpeiasi sebagaimana dimaksuc dalam Pasel 11 ayat (1) dwsulkan oleh paling
sedikit 7 {tuiuh) orang anggoeta DPRE dar. lebih dari 1 {satu) fraksr.

(2) Usul sebagaima.na dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD, yang
ditandatangani cieh para pengusul dan dioerikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
(3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diserter dengan do<umen yang memuat

sekurang-kurangnya
a. mater kebiyakan dan/atau pzilaksanaan kebyakar pemerintah deerah yang akan
dimintakan keterangan; dan

b. alasan permintaan keterangan.

Pasal 13 '

(1" Usul sebagaimana dimaksud dalam Pesal 12 oleh pimpinan DPRD disampaikan pada
rapat naripurna DPRD.

{2) Dalam rapat paripurna DPRD sebaga mana dimaksud pada ayat (1) para pengusul
diberi kesempatan menyampaikan perielasan lisan ztas usul permintaan keterangan
tersebut.

(3) Pembicaraa.a meagenai sesuatu usu 1ieminta keterangan: d.lakukan dengan memberi
kesempatar. kepada:

a. anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi; dan
b. para pengusul memberikan jawahan atas pa.uangan para anggota DPRL.

(4) <eputusan persetujuan ateu penodlakan terhadap usul permintaan keterangan kepada
kepala daerah ditetapkan calam rapat paripurna.

(5) Usul permintaan ketzrangin DPFD sebelum memperoleh keputusan, para pengusul
berhak m:znarik kemtali usulannya.

(6) Usul sebagaimana d:maksud valam Fasal 12 manadi hak interpelasi DPRD apabhila
mendapat persetujuar, dari rapat paript r.a DPRD yang dihaairi lebih dari 2 (satu per
dua) jumleh anggota DPRD dan putuser. diambil dengan persetujuan lebih dari 72 (satu

per dua) ;umlah angyota DPRD yang ha tir.



Pisal 14

(1) Kepala daerah dapat hadir untuk memoerikan penelasan tertulis terhadap permintaan
keterancun anggota DPRD sebagaimana dinaksud dalam Pasal .13, dalam rapat
paripurni DPRD.

(2} Apabila kepala daerah tidak dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). h:pala daerah menugaskan pejabat terkait untuk
mewakilir.ya.

(3) Setiap anggota DFRD dapat mengaikan peranyaan atas pejelasan tertulis kepala
vaerah sebagaimana dimaksud pada ayat ‘1).

\4) Terhadap penjelasan teriulis kepala cae ah sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
DPRD dapat menyatakan pendapatnya.

(5) Pernyatazn pendapat sebagaimana aimiaksud pada ayat (4) disampaikan secara resmi
oleh DPRD kepada kepala daerah.

(6) Pernyataan pendapat DPRD atas penjelasan tertulis kepala daerah sebagaimana
dimaksud pida ayat (5), dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi
pengawasan dan untuk kepala daerah dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan
kebijakan.

Paragraf 2
Pelaksan:an Hak Angket

Fasal 15 ]

(1) Hak angket sebagaimana dimaksud da am Pasal 10 huruf b diusulkar: cleh paling sedikit

7 (tujuh} orang anggota DPRD dan 2bia dari 1 (satu) fraksi
(2) Usul sebagaimana dimaksud pada avat (1), disampaikan kepada pimpinan DFRD, yang

ditandatangani nleh para pengusul dan diberikan nomor pokuk oleh sekretari 3t DPRD.
(3) Usul sebagaimana dimaksud pada aya! (), disertai dengar: documer: yang memuat

sekurang-kurangnya: |

a. materi sebagaimana dimaksuc dalam Pasal 11 ayat (2);

b. alasan penyelid'kan.

Pasul 16

(1) Pemticaraan mengenai usul penggunsan hak angket, diiakukan deagan memberikan
kesempatan kepada anggota DPRGU lainnya unt ik membei ..an tanggapan melaiui fraksi
dan sefanjutnya pengusul memberikan jawaban atas tangg:ipan anggo a DPRD.

(2) Keputusan atas usul melakukan peny:'dikan terhadap kepala daerah dapat disetujui
ctau ditolak, ditetapkan dalam rapat par purna DPRD.

(3) Usul melakukan nenyelidikan sebelum nempercleh keputusan DPRD, penjusul berhak
menarik kembali usuinya.

(4) Apabila usut melakuxan penyzlidikan ¢ -setujui sebagai permintaan penyelidikan, DPRD
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menyatakan pendapat uniuk melakuken penyelidikan dan menyampatkannya secara
resmi kepada kepaia daerah.

(5) Usui sebagcaimana dimaksud dalam Fasal 15 manjadi hak angket DPRD apabila
mendapat pe setujuan dar rapat paripi.ra DPRD yang dihadiri paling sedikit % (tiga
per empat) dari jumlah anggota CPRD .an patusan diambil dengan persetujuan paling

sedikit % (dua per tiga) dari jumlah angyota DPRD yang hadi.

Pusal 17

(1) DPRD memutuskan menerima atau menolek usul hak angket sebagaimana dimaksud
dalam Pasa. 10 huruf b.

(2} Dalam ha! DPRD menerima usul hak angket sebagaiinana dimaksud pada ayat (1.,
DPRD membentuk panitia angket yang terciri atas semua unsur fraksi DPRD dengan
keputusan DFRD.

(3) Dalam hal DFRD menolak usul hak ancket sebijaimana dimaksud pada ayat (1), usul

tersebut tidak dapat diajukan kembaii.

P.sal 18

(1) Panitia ancket DPRD sebacaimana dimaksud dalam Pacal 17 ayat (2) dalam
melakukan penyelidikan sebagaimana Pasal 10 huruf b dapet memanggil pejabat
pemerintah <abupaten, badan hukum atau .varga masyaraka' di kabupaten yang
dianggap menge.ahui atau patut menge ‘ahui masalah yang diseliciki untuk memberikan
keterangan serta untuk merminta me-~uniukkan surat atau dokunien yang “erkaitan
dengan hal yang redang diselidiki.

(2) Pejabat pemerintah kabupaten, bedan aukum, atau warga masaracat di kabupaten
yang dipanggil sebagaimana maksud pada ayat (1) wajib memenuni panggilan DPRD
kecuali ada alasan yang sah menunit peraturan perundang-undangan

(3) Dalam hal pejabat pemerintah kabupa'en, badan hukum, atau we rga masyarakat di
kabupaten telah dipangqil dengan patut secara berturut-turut {idak memenuhi
panggilan sebagaimana dimaksud pacta ayat (2), DPRD dapet memanggil secara
paksa dengan bantuan Kepolisian Yegara Republik Indonesia sesuzi dengan
ketentuan peraiuran perundarg-undang 0.

Pasar 19

(1) Apabila hasil penyelidikan sebagaimana zimaksud dalam Pasal 10 hisruf b diterima oleh
DPRD dan ada indikasi tindak pidana, [3PRD meny arahkan peryclesaiannya kepada
aparat penegak hukum sesuai ketentuar neraturan pe-undang-undangan.

(2) Apabila hasil penyidikan kepala daerah dan/atau wakil kepaia daerar berstatus sebagai
terdakwa, Menteri Dalam Negeri membarhentikan sementara bupati dan/atau wakil
bupat dari jabatannya.

(3) Apabila kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berc .sarkan putusan pengadilan
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yang telah memperoleh kekuatan huk. n tetap dinyatakan terbukti bersalah melakukan
tindak pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahurn atau lebih, DPRD mengusulkan
pemberhentian bupati dan/atau wakil bupati dari jabatennya kepada Menteri Dalam
Negeri.
Fasal 20
Panitia angket melaporkan pelaksar.aan t.gasr.ya kepada rapat paripurra DPRD paling

lama 60 (enam puiuh) hari sejak Jibentk."ya panitia angket.

Paragraf 3
Pelaksanaar. Hak Menyatakan Pendapat
Pasal 21
(1) Hak menyatakan pendapa* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c diusulkan
oleh paling sedikit 10 (seputuh) orang a \ggota DPRD dan lehih dari 1(satu) fraksi.
(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ays (1)disampaikan kepada pirapinan DPRD, yang
ditandatangani oleh para pengusul dar diberi nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
(3) Usul sebagaimana dimaksud pada ay~t (1) disertai dengan do<umen yang memuat
sekurang-kurangnya:
a. materi sebagaimana diinaksud dalam Pasal 11 ayat (3), itau
b. materi hasil peleksaraan hak .nt rpelasi sebagaimana dimaksc.ud dalam Pasal 14

atau hak angket sebagaimana di naksud daiari Pasal 19.

Pasai 22
(1} Usul pernyataan pendapat sebagaimani dimaksud dalarn Pasal <1, oleh pimpinan
DPRD disainpaikan dalam rapat paripurna DPRD setelah mendapat pertimbangan dari
Badan Musyawarah.
(2) Dalam rzpat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayut (1), para pengusul
diberi kesempatar r..mberikan penjeiasan atas usul pernyataan per.danat tarsebut.
(3) Pembahacan dalam rapat paripurra DPRD mengenal usul pernyataan pendapat
diiakukan dengan membeiikan kesempatan kepada:
a. angyota DPRD lainnya untuk meraherikan pandangan melal.i iraksi
b. kepala daerah untuk memberikan pendapat: dan
C. paa pengusul memterikan jawaban atas pandangan para anggacta dan per.dapat
kepala daerah.
(4) Usul pernyataan jendapat sebelum memperoleh keputusan DPRD, pengusul berhak
menarik kembali usLinya.
(5) Rapat paripurna DPRD memutuskan meneriraa atau menolak 1sul perryataan pendapat
teisebut menjaedi pendapat DPRD.
(6} Apabila DPRD menerima usul pernyataan pendapa’, keputusan DPRD memuat:
a. pernyataan pendapat;
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b. saran penyelesaiannya; dan
C. peringa‘an.

{7) Usul sebagaimana d.makeud pada ayet (1) .nenjadi hak menyatakan pendapat DPRD
apabila merdapat persetujuan dari rapz’ paripurna OPRD yanq dihc diri paling sedikit %
(tiga per erapat) dari juralah anggota UPRC dan putusan diambil dengan persetujuan
paling sedikit % (dua per tiga) Jdari jumlz.h anggota DPRD yanc hadir.

Pa agraf 4
Pelaksanaan | lak Anggota DPRD
Prsal 23

Arggota DPRD m:mpunvai hak :

a. mengajukan rancangan peraturan dazrah,
b. mengajukan pertanyaan;

¢. menyampaikan usul dan pendapat.

d. memilih dan dipilih;

e. mempela dir,

f. imunitas;

g. mengikuti crientasi dan pencaiaman 'ugas,
h. protokcler:

keuangan can administrativ ; dan
J. menarima dokumen bahan pernbalzsan dan hasil akhir pembahzasan setelah '

disahkan.

Pusal 24

(1) Setiap anggota DPRD mempunyai hak riengajukan rancangan peraturan daerah.

(2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksu< pada ayat (1), disampaikan kepada nimpinar,
DPRD dalam bentuk rancangan peraturin daerah disertai penjelasan secara tertulis dan
diberikan nomor pokok oleh sekretaria: DPRD.

(3) Usul prakarsa sebagaimana dimaksuc nada ayat /2) oleh pimpinan DPRD disampaikan
pada Badan | egiclasi Daerah untuk dii tkukan pengkajiar

(4) Berdasarkan hasil pengkajiar Badan Legislasi Daerah, pimpinan mer yampaikan kepada
rapat paripurna DPRD.

(5} Dalam Rapat Paripurna, para pengusul diberi keserioatan memberikar, penjelasan atas
usul sebagaimana dimaksud pada aya’ (2).

(6) Pembicaraan rnengenai sesuatu usul prakarsa dilaku'an dengar memberikan
keszmpatan kepada:

a. anggota DPRD lainnya untuk mem erikan pandangan;
b. para pengusul memberikan jaweban atas pandangan para anggota DPRD
lainnya.
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(7) Usul prakarsa setelum diputuskan menjadi prakarsa DPRD. para pengusu! berhak
mengajukan perubahan dan/atau men sabutnya kembali

(6) Pembicaraan memutuskan. menerima atau menolak usu! prakarsa menjaci prakarsa
DPRD, diakhiri dergan Keputusan CPRD yang menerima alau menclak usui prakarsa
menjad prakarsa CPRD.

(9) Tata cara pembatisan rancangan peraturan daerah atas prakarsa DPRD mengikuti
ketentuer. yany berlaku dalam pembalizsan rancaagyan peratiran daerah atas prakarsa

kepala daerah.

Pasal I5
(1) Setiap aaguota DPRD capat menga’ikan pertatiyaan kepada pemerintah daecah
berkaitan dengan fungsi, tugas dan wev.enang DPRD baik secara lisan maupun secara
tertulis
(2) Jawaban terhadap pertanyaan anggote DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diteriken secara lisan atau secara tedulis dalam tenggany waktu yang disepakati

bersama

Pasal 26
(1) Setiap anygota DPRD dalam rapat DFRD be-hak mengajukan  usul dan pendapat
kepada pemerintah daerah maupun k2pada pimpinan DPRD.
(2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan
memperhatit.an tatakrama, etika, mora: sopar santun dan kepatutan sesuai dengan
kode etik DPRD.

Fasal 27
Setiap anggota OPRD berhak untuk memiliy dar: wipity menjadi anggota atau pimpinan dari

alat kelengkapan DPRD sesuai dengan pe-aturan perundang-undangan.

Fasal 28
(1) Setiap anggota DPRED berhak membea Airj terhadap dugaan pelanggaran terhadap
ketentuan perturan perundang tundanein, kode etik dar Peraturan Tata Tertib DPRD.

(2) Hak membela diri sebagairana & maksud pada ayat (1) dJilakukan sebelum

pengambilan keputusan oleh Badan Ke, ormatan.

Pasal 29
(1) Anggota DPRD tidak dapat dituntu. di cepan pengadilan karena perr yataan, pertanyaan
dan/atau perdapat yang dikemukakan Wwa baik secara hsan maup i tertulis di dalam
rapat DPRD maupun di luar rapat Di’KD yang berka.tar dengan fungsi, tugas dan

wewenang DPRD.
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